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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pelaksanaan perubahan sertipikat hak milik atas tanah 

konvensional menjadi sertipikat tanah berbasis elektronik terhadap 

kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan perintah Pemerintah melalui 

Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat 

Elektronik yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 

3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan 

Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hasil penelitian, sertipikat elektronik 

meningkatkan efisiensi layanan pertanahan dan memberikan kepastian 

hukum terhadap kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui peningkatan keamanan arsip pertanahan untuk 

meminimalisir terjadinya peretasan (hacker), kehilangan, kerusakan dan 

pemalsuan sertipikat elektronik serta sertipikat elektronik dapat di back up 

jika diperlukan karena arsip-arsip sertipikat tanah berbasis elektronik 

tersebut tersimpan di blok data yang sudah dilakukan dengan model 

encryption dan di back up secara teratur di dalam Data Center dan Disaster 

Recovery Center Kementerian ATR/BPN. 

B. Saran 

 

 

https://jdih.atrbpn.go.id/api/download/934/Permen%20ATR%20BPN%20No.1%20Tahun%202021.pdf
https://jdih.atrbpn.go.id/api/download/934/Permen%20ATR%20BPN%20No.1%20Tahun%202021.pdf


53 

 

 
 

Penulis menyarankan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Murung Raya, dalam hal pelaksanaan perubahan sertipikat hak milik atas 

tanah konvensional menjadi sertipikat tanah berbasis elektronik terhadap 

kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Murung Raya Provinsi 

Kalimantan Tengah sebaiknya dilakukan sosialisasi secara masif kepada 

masyarakat agar masyarakat semakin menyadari pentingnya melaksanakan 

pendaftaran tanah agar memiliki sertipikat sebagai alat pembuktian yang 

kuat untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah yang dimiliki 

oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Murung Raya.  
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Lampiran 1. Surat Ijin Riset/Penelitian ke Kantor Pertanahan Kabupaten Murung 

Raya.  
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Lampiran 2. Surat Pernyataan telah melaksanakan penelitian di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Murung Raya.  
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Gambar 2. Foto bersama Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya. 

 

 

Gambar 3. Wawancara dengan Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Murung Raya.  
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Gambar 4. Narasumber menunjukan bentuk sertipikat konvensional dan sertipikat 

elektronik.  

 

 

 


